KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 


SELAKU


KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN


PEGAWAI NEGERI SIPIL


NOMOR : 01/KPTS/TAPERUM-PNS/M/1999





TENTANG


PEMBERIAN JASA TABUNGAN PERUMAHAN


BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHENTI SEBAGAI


PEGAEAI NEGERI SIPIL KARENA PENSIUN ATAU MENINGGAL DUNIA


ATAU SEBAB-SEBAB LAINNYA





MENTERI NEGARA PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN


SELAKU KETU HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN


PEGAWAWI NEGERI SIPIL,





Menimbang	: a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan Pega  - wai Negeri Sipil telah dibentuk Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994;





bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil kepada Pegawai Negeri Sipil maka dalam rapat anggota Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 29 Desember 1998 telah disepakati mengusulkan kepada Presiden selaku Ketua Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan jasa tabungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti sebab-sebab lainnya;





bahwa sesuai dengan persetujuan Presiden Republik Indonesia tanggali 23 Juni 1999 atas usul Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil melalui surat Nomor 56/UM.01.01/06 tanggal 23 Juni 1999 perihal Laporan beberapa hal penting dan surat Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman Nomor 62/UM.01.01/M/07/1999 tanggal 6 Juli 1999 telah disetujui pemberian jasa tabungan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil karena pensiun atau meninggal dunia atau sebab-sebab lainnya.





bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta sesuai hasil rapat anggota BAPERTARUM - PNS tanggal 19 Agustus 1999 ketentuan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil .





Mengingat	: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil ;





Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil ;





Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Menteri Negara;





Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang , Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan.





MEMUTUSKAN:





Menetapkan	: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN DAN PERMU KIMAN SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENTANG PEMBERIAN JASA TABUNGAN PERUMAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHENTI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL, KARENA PENSIUN ATAU MENINGGAL DUNIA ATAU SEBAB-SEBAB LAINNYA.





PERTAMA	: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berhenti sebagian Pegawai Negeri Sipil karena pensiun atau meninggal dunia atau sebab-sebab lainnya, diberikan jasa tabungan sebesar 12 % atas jumlah tabungan tersebut dihitung dari jumlah kumulatif tabungan sejak 1 Januari 1993 sampai Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil karena pensiun atau meninggal dunia atau sebab-sebab lainnya.





KEDUA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diberbaiki sebagaimana mestinya.





DITETAPKAN	: JAKARTA


PADA TANGGAL	: 31 AGUSTUS 1999


�


MENTERI NEGARA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN


SELAKU


KETUA HARIAN BAPERTARUM - PNS





ttd





THEO L. SAMBUAGA





Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:


Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia , sebagai laporan;


Yth. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan;


Yth. Para Anggota BAPERTARUM - PNS;


Yth. Para Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara/Lembaga Tinggi Negara/ Lembaga Pemerintahan Non Departemen;


Yth. Para Gubernur;


Yth. Para Bupati/Walikota;


Yth. Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero);


Yth. Direksi Bank Pelaksana Pemberian KPR Bersubsidi;


Yth. Direksi PT. TASPEN (Persero);


Arsip.


